





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada Bab ini penulis akan menuliskan hasil penelitian berserta 
pembahasannya tentang “Bagaimana Dinamika Politik Pada Aspek 
Persetujuan Gubernur Menjadi Faktor Penghambat Dalam Proses 
Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah Tahun 2008-2012” sebagaimana 
rumusan masalah dalam penelitian ini. 
Undang - undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian 
disempurnakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dalam  Pasal 4 ayat 3 UU 
No. 32 tahun 20014 tentang Pemda telah mengatur bahwa pembentukan 
daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah 
yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah 
atau lebih. Pembentukan daerah Kabupaten/Kota dan penggabungan 
beberapa kecamatan yang bersandingkan pada wilayah Kabupaten/ Kota 
yang berbeda harus memenuhi syarat Administratif, teknis, dan fisik 
kewilayahan. Persyaratan pembentukan daerah dimaksud agar daerah 
yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang, dan mampu 





pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.1 
Persyaratan administratif yang dimaksud adalah: 
1. Keputusan DPRD Kabupaten/ Kota Induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/kota. 
2. Keputusan Bupati/ Walikota induk tentang persetujuan 
pembentukan calon kabupaten/Kota. 
3. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon 
Kabupaten Kota. 
4. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan Calon 
Kabupaten/Kota. 
5. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri 
Berdasarakan penjelasan undang-undang tersebut, maka dalam 
proses Pembentukan daerah diharuskan untuk memenuhi beberapa 
persyaratan-persyaratan, yang salah satunya adalah persyaratan 
Administratif. Dari segi persyaratan administratif, hasil penelitian 
menunjukan bahwa sampai saat ini telah ada persetujuan dari DPRD dan 
Bupati Kabupaten Luwu, Persetujuan DPRD dan Gubernur Sulawesi 
Selatan mengenai pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Namun 
demikian, proses pemenuhan syarat administratif untuk pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan 
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hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan oleh tingginya nuansa politis 
dalam proses pemenuhan syarat administratif tersebut. Hal ini menjadi 
sesuatu yang dianggap lumrah mengingat bahwa diantara syarat-syarat 
dalam pembentukan daerah, pemenuhan syarat administratiflah yang 
mengharuskan banyaknya aktor-aktor terlibat dan memungkin untuk 
terjadinya lobby-lobby politik dan menjadi ajang pertemuan kepentingan-
kepentingan para aktor politik. 
Hasil penelitian terdahulu yang berjudul “Isu Strategis Dalam 
Komunikasi Politik Di Kalangan Elite Daerah Pada Proses Pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah” menyimpulkan bahwa: Komunikasi politik yang 
terbangun dikalangan elite daerah dalam pembentukan Kabupaten Luwu 
Tengah masih didominasi oleh kepentingan pribadi dan kelompok, proses 
politik yang terjadi lebih lama berada diarena kerangka konflik, hal ini 
dibuktikan dengan adanya fraksi-fraksi yang ada di kalangan elite, 
sehingga sampai sekarang belum terjadi konsensus atau kompromi politik 
yang lebih bertujuan dalam rangka mempercepat pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah.2  
“Urusan Luwu Tengah adalah tentang politik, khususnya 
tergantung bagaimana Komunikasi politik dibangun, siapa yang 
melakukan komunikasi politik adalah tokoh-tokoh yang ada di 
kabupaten Luwu dan Sulawesi Selatan. Antara lain Pemda Luwu, 
Fopkalt bersama Tokoh-tokoh masyarakatnya, serta Gubernur.”3 
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa 
keberhasilan proses Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Tengah 
dipengaruhi oleh bagaimana komunikasi politik dibangun oleh para aktor 
politik, khususnya para tokoh di Kabupaten Luwu, Pemerintah Daerah, 
serta gubernur Sulawesi Selatan sebagai pemegang otoritas tertinggi di 
tingkat Provinsi. Aktor politik dalam proses pemekaran daerah adalah 
mereka yang memainkan peranan penting dalam proses pengambilan 
keputusan politk yang dalam hal ini adalah pembentukan Kabupaten Luwu 
Tengah.  Dalam Kasus pemekaran Luwu Tengah, berbagai aktor-aktor 
politik turut andil di dalamnya. Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam 
pembuatan keputusan terdapat individu-individu atau kelompok yang 
memainkan peran kunci sebagai aktor politik, penulis melihat dalam 
pembentukan kabupaten Luwu Tengah pada aspek persetujuan gubernur, 
ada beberapa aktor politik yang berperan penting atau lebih menonjol, 
mempunyai kekuatan masing-masing untuk mempengaruhi proses 
pembuatan kebijakan, serta mempunyai otoritas sesuai yang tertuang 
dalam PP No. 78 Tahun 2007 antara lain, yaitu: Gubernur Sulawesi 
Selatan sebagai Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Bupati Luwu 
sebagai kepala daerah Kabupaten Luwu; Para anggota DPRD; dan 
Fopkalt yang merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat dalam 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. 
Fopkalt sebagai wadah masyarakat Walenrang Lamasi mempunyai 





Berdasarkan tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan, Fopkalt telah 
berjasa besar atau berperan penting dalam proses pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah, meskipun dalam PP. No. 78 Tahun 2007 
keberadaan Forum Pemekaran seperti Fopkalt tidak diatur. Dalam 
Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, Fopklat sekurang-kurangnya 
berkedudukan dan berfungsi sebagai sebagai kumpulan dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) atau Forum Komunikasi Kelurahan (FKL) 
sesuai dengan yang disyaratkan dalam PP. No. 78 Tahun 2007, yang 
dalam proses pembentukan kabupaten/kota mempunyai fungsi untuk 
membuat keputusan berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat 
yang menjadi cakupan wilayah daerah yang ingin dimekarkan. 
Berbeda halnya dengan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang 
dalam PP No.78 Tahun 2007 telah diatur fungsi dan wewenangnya dalam 
hal Pembentukan daerah Otonomi Baru (DOB). Berdasarkan PP No. 78 
2007, penulis merangkum fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
secara umum dalam pembentukan DOB Kabupaten/Kota yaitu: (a) 
Bupati/Walikota membentuk tim pengkaji dengan Gubernur untuk menilai 
kelayakan pembentukan daerah secara objektif; (b) Bupati/Walikota 
memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi pembentukan 
daerah dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian 
daerah. (c) Mengusulkan pembentukan Kabupaten/Kota kepada Gubernur 
untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan: Dokumen aspirasi 





calon Kabupaten/Kota; dan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota dan 
Keputusan Bupati/Walikota. Sedangkan fungsi Pemerintah Daerah 
Provinsi/Gubernur secara umum dalam pembentukan DOB 
Kabupaten/Kota yaitu: (a) Gubernur membentuk tim pengkaji dengan 
Bupati/Walikota untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara 
objektif; (b) Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
aspirasi pembentukan daerah dalam bentuk keputusan bupati/walikota 
berdasarkan hasil kajian daerah. (c) Menyampaikan usulan pembentukan 
calon kabupaten/kota kepada DPRD Provinsi; (d) Mengusulkan 
pembentukan Kabupaten/Kota kepada Presiden melalui Menteri.  
 Dalam hal proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah pada 
tahap persetujuan Gubernur, Fopkalt yang merupakan wadah penampung 
aspirasi masyarakat Wal-Mas bersama dengan Pemerintah daerah 
kabupaten luwu berada di pihak yang mengusulkan pembentukan 
kabupaten Luwu Tengah atau dengan kata lain mendukung aspirasi 
masyarakat  untuk mengusulkan pembentukan Luwu Tengah. Sedangkan 
pemerintah Provinsi atau Gubernur Sulawesi Selatan merupakan pihak 
yang mempunyai hak prerogatif untuk menyetujui atau menolak usulan 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.  
5.1. Dinamika Politik Pada Aspek Persetujuan Gubernur Sebagai 
Faktor Penghambat Dalam Proses Pembentukan Kabupaten 





Setiap proses pemekaran daerah akan membawa implikasi-
implikasi yang luas sebagai bentuk konsekuensi logis, seperti perubahan 
struktur pemerintahan, anggaran belanja pemerintah, pembagian sumber 
penerimaan dan pendapatan daerah yang sebelumnya menginduk kepada 
daerah asal. Perubahan - perubahan tersebut, meski secara de jure telah 
diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak semudah 
membalikkan tangan. Lepasnya daerah baru dari daerah lama, berarti 
pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan 
penerimaan dan pendapatan,  berkurangnya luas wilayah, di samping satu 
hal yang sudah pasti adalah Otonomi daerah menjadi isu pergeseran 
kekuasaan dikalangan para elit.  
Berikut penuturan Drs. H. Alim Bachry, MM, Anggota Percepatan 
pembentukan Luwu Tengah: 
“Kalau dilihat dari sisi regulasi baik UU No. 32 Tahun 2004, 
maupun PP No. 78 Tahun 2007, sebenarnya memang ada 
hambatan, tetapi itu dinuansa proses, disitu yang biasanya terdapat 
ketidaksepahaman dengan kita. Karena ini adalah kencangnya dari 
sisi politik dan demokrasi.” 4 
Tujuan dasar dari pemekaran daerah memang baik dan ideal, namun 
tidak semudah itu untuk merealisasikannya. Terdapat berbagai aspek 
yang lebih dinamis dalam prosenya, dimana peran aktor-aktor politik 
menjadi bagian terpenting dalam terwujudnya suatu tujuan tersebut. 
Sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
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Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, salah satu syarat administratif 
yang harus dipenuhi adalah adanya Keputusan Gubernur tentang 
persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota yang dalam hal ini 
adalah persetujuan Gubernur Sulawesi Selatan. Proses untuk 
mengadakan persetujuan Gubernur dalam bentuk Surat Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan berjalan cukup lama yakni sejak 
diserahkannya proposal pemekaran Kabupaten Luwu Tengah kepada 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2008- 
Maret 2012. 5  Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kepentingan-
kepentingan aktor yang ada didalam proses tersebut. 
Fungsi dan Wewenang Aktor-aktor politik dalam proses 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sejatinya membawa kepentingan 
masyarakat dan tujuan mulia dari pemekaran itu sendiri. Namun demikian, 
Aktor politik tidak dapat terlepas dari kepentingan-kepentingan yang 
bersifat pribadi atau golongan tertentu, sehingga tidak sedikit aktor politik 
yang mencoba memanfaatkan proses pembentukan Kabupaten Luwu 
Tengah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya. 
Sebagai suatu proses politik, pemenuhan syarat Administratif dalam 
proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah menemui hambatan-
hambatan yang tidak sedikit, baik dari aspek regulasi itu sendiri maupun 
akibat dari banyaknya kepentingan-kepentingan yang turut serta 
mewarnai proses tersebut. Dalam proses pembentukan Kabupaten Luwu 








Tengah sendiri, salah satu syarat administratif yang sulit dipenuhi dan 
menjadi hambatan paling serius adalah aspek persetujuan gubernur. 
 “Hambatan pemekaran yang paling utama adalah lambatnya 
rekomendasi dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
diusulkan sejak tahun 2008 dan baru keluar tahun 2012. 
Dikarenakan begitu rumitnya pertimbangan - pertimbangan 
politiknya.”6 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan salah seorang 
Mahasiswa asal Wal-Mas yang juga turut serta mengikuti perkembangan 
Luwu Tengah berikut: 
“Menurut saya yang menyebabkan terhambatnya pemekaran 
Luwu Tengah semata-mata hanya karena lambatnya rekomendasi 
dari Gubernur.” 7 
Pembentukan daerah otonomi baru akan memberikan implikasi 
bagi dinamika aspirasi masyarakat dan elite lokal setempat. Usulan 
pembentukan daerah otonom baru bagi aktor politik lokal tidak lagi bersifat 
“given” (menerima) dari aktor politik pusat (Pemerintah pusat) namun 
justru Aktor politik local (birokrasi, politisi, tokoh masyarakat, bupati, 
Gubernur) yang mesti mengambil inisiatif dalam meloloskan perumusan 
Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan aspirasi, dan sosio-
kultural pemerintah pusat.  
Dalam konteks Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, 
masyarakat dan aktor politik di daerah pemekaran telah memberikan 
                                                          
6
 Wawancara langsung dengan Abdi Akbar, Mantan Ketua PB IPMIL RAYA, 3 November 
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persetujuannya kepada Pemerintah Kabupaten Luwu dalam bentuk 
Keputusan BPD yang diwakili oleh FoPKaLT, yang kemudian dilanjutkan 
Oleh Bupati dan DPRD Luwu dengan menyerahkan proposal pemekaran 
kepada Pemerintah Provinsi untuk mendapat persetujuan. Akan tetapi 
sejak dimasukkannya proposal pemekaran Kabupaten Luwu Tengah pada 
tanggal 8 Januari 2008, Surat Persetujuan Gubernur baru dikeluarkan 
pada Maret 2012, dengan berbagai alasan, diantaranya akan dilakukan 
pengkajian lebih lanjut, belum lengkapnya berkas Pemekaran, Luwu 
Tengah belum Layak, dan lain-lain. 
“Pemekaran ini tersendat-sendat sampai bertahun-tahun 
proses administrasinya karena kepentingan elit yang sengaja 
menghambat administrasinya. Sebenarnya kalau pak gubernur 
Sulsel menginginkan Luwu Tengah terpisah dari Kabupaten Luwu 
menjadi DOB, harusnya sudah sejak dimasukkannya beliau 
tandatangan untuk segera dikirim kepusat.8 
 Aktor-aktor politik daerah pemekaran menganggap bahwa 
Gubernur Sulawesi Selatan terkesan tidak mendukung adanya pemekaran 
Luwu Tengah. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan 
Politik dan Ekonomi Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan isu 
pemekaran Luwu Raya. Isu yang berkembang luas di Sulsel selama ini, 
Pemprov Sulsel bersikukuh tidak mau merealisasikan keinginan 
pembentukan Luwu Tengah, terkait dengan adanya aspirasi yang sudah 
lama berkembang di Bumi Sawerigading yakni akan dibentuknya Provinsi 
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Luwu Raya melepas diri dari Provinsi Sulawesi Selatan. Desakan aspirasi 
dibentuknya Kabupaten Luwu Tengah, banyak dikaitkan dalam rangka 
untuk memenuhi persyaratan pengusulan pembentukan Provinsi Luwu 
Raya. Menurut Abdul Aziz Kahar Muzakkar yang merupakan anggota 
Dewan Perwakilan Daerah RI menyatakan: 
“Keinginan masyarakat untuk pemekaran Luwu Raya, ternyata 
juga mendapat hambatan dari elit politik di Sulawesi Selatan. Untuk 
menjadi Provinsi Luwu Raya, harus memiliki lima Kabupaten/Kota 
sementara di Luwu saat ini baru ada empat kabupaten dan satu kota. 
Maka harus dibentuk satu kabupaten baru.” 9 
Aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya memang sudah sejak 
lama terdengar di „Bumi Sawerigading‟ wilayah Luwu raya. Jauh sebelum 
perjuangan pembentukan Luwu Tengah menguat, sebenarnya gagasan 
pembentukan Provinsi Luwu Raya lebih dulu mencuat Bahkan sejak masa 
Kedatuan yang masih dipimpin oleh Datu Luwu Andi Djemma‟ yang terus 
berkelanjutan hingga sampai saat ini. Di tanggal 17 Juli 2001 digelar 
Kongres Rakyat Luwu yang bertujuan menyatukan dan membulatkan 
tekad sepakat untuk membangun Luwu Raya. 10 Namun, ide pemekaran 
itu tak kunjung mewujud, salah satunya karena belum cukupnya jumlah 
minimal kabupaten yang menjadi syarat yang dalam Undang-Undang 
(UU) Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 
Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan UU 32 Tahun 2004 dan PP 78 
Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penggabungan, dan 
penghapusan Daerah.  









Bata Manurun yang merupakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat 
(AMAN) Tana Luwu menambahkan: 
“Kita berbicara tentang Opini dan fakta. Opini yang berkembang 
dimasyarakat bahwa rekomendasi tertahan di Provinsi, dan faktanya 
Gubernur tidak menandatangani rekomendasi, nanti pada tahun 
2012. Bahkan Bupati mengeluarkan Surat Rekomendasi/ 
Persetujuan sebanyak 2 kali. Ditingkat pusat rekomendasi itu 
sengaja dihambat lagi, dia mengeluarkan rekomendasi setelah 
pembahasan DOB tahunan dipusat selesai. Masuk pembahasan 
kedua satu tahun kemudian baru pembahasan Luwu Tengah masuk 
dalam pembahasan DPRD, itupun sengaja dihambat lagi karena ada 
ketakutan terbentuknya Luwu Raya.” 11 
 Pendapat yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Yermia Maya 
(Kepala Kecamatan Walenrang): 
“Kalau bagi saya, rekomendasi gubernur tidak lama, selama 
kurun waktu 4 tahun ini. Apa lagi ada moratorium juga, apa yang 
dilakukan oleh gubernur sudah benar, kita memang butuh pengkajian 
dan itu adalah bagian dari prosedur. Jadi kalau ada yang 
mengatakan gubernur menghambat, sebenarnya tidak, hanya saja 
itu adalah bentuk kehati-hatian dan sebagai bagian dari prosedur. 
Yang jelasnya rekomendasi sudah terbit, dan itu adalah buktinya.” 12 
  Seperti diketahui, untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah 
telah dibentuk Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang 
meminta pemekaran wilayah Walenrang dan Lamasi (Walmas) yang 
dalam perjalanannya telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten 
Luwu dan DPRD Luwu, dan kemudian dimasukkan di Pemerintah Provinsi 
untuk mendapat persetujuan. Persetujuan Gubernur tersebut sangat 
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dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administrasi pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah. 
PP No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, 
penghapusan, dan  Penggabungan daerah Pasal 16 huruf e dituliskan: 
“Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak 
usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap 
kajian daerah”.  
Berdasarkan PP tersebut, Gubernur mempunyai hak prerogatif untuk 
menyetujui atau menolak pembentukan suatu daerah. Memang tidak 
dijelaskan secara mendetail tentang siapa tim independen yang berhak 
untuk melakukan evaluasi terhadap kajian daerah.  
 Proposal Pembentukan Luwu Tengah telah disampaikan oleh Bupati 
Luwu kepada Gubernur Sulawesi Selatan sejak 15 Januari 2008 dan  
sampai pada januari 2012 Gubernur Sulawesi Selatan baru mengeluarkan 
persetujuannya dengan Nomor 777/II/Tahun 2012 tentang Persetujuan 
Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Proses persetujuan gubernur 
memang terkesan lambat, berikut adalah ringkasan perjalanan luwu 
tengah. 
Bupati Luwu menyerahkan proposal pembentukan kabupaten Luwu 
Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan pada 15 Januari 2008, dan 
pada bulan April 2008 Pemerintah propinsi Sulsel mengembalikan berkas 
proposal pemekaran Luteng ke tangan Pemerintah Kabupaten Luwu 





No 78/2007. Pada tanggal 7 Juli 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu 
kembali menyodorkan proposal pemekaran kabupaten Luwu Tengah ke 
Pemerintah propinsi Sulsel. Namun, setelah diverifikasi berkas proposal 
tersebut lagi-lagi dianggap belum layak dan belum memenuhi 
persyaratan. Setelah mengalami dua kali penolakan, Pemerintah 
Kabupaten Luwu kembali memasukkan usulan pemekaran dengan 
melengkapi kekurangannya pada. 29 juni 2009, 13 anggota DPRD Sulsel 
melayangkan hak interpelasi ke Gubernur Sulsel yang mempertanyakan 
tindak lanjut proses pemekaran Luteng. Dan kemudian gubernur 
mengatakan akan menindak lanjuti setelah data evaluasi kajian daerah 
yang dilakukan BPS selesai. 
Pada tanggal 22 November  2009 BPS Provinsi selesai melakukan 
pengkajian akan tetapi hasil kajian tersebut tidak dipublikasikan kepada 
publik. Dimulai saat itu, Kecurigaan mulai muncul dikalangan aktor-aktor 
Politik di Luwu Tengah, bahkan Luwu Raya. Sejatinya jika Gubernur 
benar-benar serius dan mendukung aspirasi pemekaran tersebut, 
seharusnya ia akan lebih responsif, bahkan Pro-Aktif dan terbuka untuk 
pemekaran tersebut.13 
Menurut Bapak Umar Alatas yang merupakan Sekertaris Umum 
Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FoPKaLT): 
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“Proses yang panjang kemudian dihadapi ketika mengusulkan 
pemekaran ke tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur dan DPRD 
Sulsel. Proses ini panjang, karena pada saat itu sepertinya 
pemerintah provinsi tidak merespon baik, tidak tahu apa alasannya. 
Nanti ada desakan dan sebagainya baru dikeluarkan rekomendasi 
setelah 3 atau 4 tahun.” 14 
 Dikarenakan tak juga mendapat kepastian terkait hasil pengkajian 
BPS Provinsi, pada 17 desember 2009 Tim dari DPRD Luwu mendatangi 
Kantor Pemerintah Propinsi Sulsel guna menanyakan kejelasan soal 
pemekaran Luteng dan dari pertemuan itu diketahui hasil kajian BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 2 dari 11 indikator tidak mampu 
dipenuhi oleh Luwu Tengah. Indikator tersebut yakni soal kemampuan 
ekonomi dan kemampuan keuangan daerah persiapan Luwu tengah yang 
hanya memperoleh poin 55, sedangkan target point mengharuskan nilai 
minimal 60. Pada tanggal 15 juni 2010, Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan menilai Luwu tengah belum layak untuk dimekarkan sesuai 
dengan surat Nomor 135/3818/Pemda yang ditujukan kepada deputi 
persidangan dan KSAP Setjen DPR RI yang menyebutkan sesuai kajian 
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Luwu Tengah belum 
memenuhi sejumlah indikator untuk dimekarkan sebagai sebuah daerah 
otonom. 15 
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 Syukur Bijak, Ketua Forum Pembentukan Kabupaten Luwu tengah  
kemudian menanggapi hasil kajian BPS tersebut. Beliau menyatakan: 
 “Rencana pemekaran kabupaten Luwu Tengah, murni 
didasarkan oleh kebutuhan masyarakat Walenrang-Lamasi (Wal-
Mas). Hal ini dibuktikan dari kondisi geografis wilayah walmas yang 
dipisahkan oleh sebuah daerah otonom. Hal ini menyebabkan 
masyarakat sulit mendapat pelayanan pemerintah terutama pada 
proses perijinan. Mengenai verifikasi BPS Sul-Sel yang menilai 
kondisi perekonomian di Wal-Mas masih jauh dari rata-rata, 
janganlah keinginan masyarakat walmas untuk membentuk LuTeng 
dipolitisir. Dimana logikanya melakukan pendataan yang hanya 
membutuhkan waktu tiga hari kemudian mengeluarkan data seperti 
itu.”16 
 Halfin Gau yang merupakan Kepala Biro Pemerintahan daerah 
kemudian menambahkan: 
 “BPS akan melakukan evaluasi ulang pada 2011 dan 
diperkirakan hanya akan membutuhkan waktu satu tahun bulan 
untuk karena perangkatnya sudah ada. Hasil evaluasi tersebut bukan 
proses pencarian data dan hanya mencocokkan data yang kemudian 
dijadikan ukuran kelayakan yang diperoleh dari kabupaten induknya” 
 Poin Indikator kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan 
daerah persiapan kabupaten Luwu tengah yang dikeluarkan oleh BPS 
Sulawesi Selatan, berbeda dengan hasil kajian dari Tim Penyusun naskah 
kajian persyaratan Teknis yang dibentuk oleh Pemerintah daerah 
Kabupaten Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 
466/VII/2007 yang memberikan poin 60 untuk kemampuan ekonomi dan 
kemampuan keuangan daerah persiapan Kabupaten Luwu Tengah.17 









 Berdasarkan Lampiran PP. 78 Tahun 2007 tentang penilaian syarat 
teknis bagian ke V (Pembobotan) dijelaskan: 
1. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan 
kategori: 
Kategori Total Nilai Seluruh Indikator Keterangan 
Sangat Mampu 420 s/d 500 Rekomendasi 
Mampu 340 s/d 419 Rekomendasi 
Kurang Mampu 260 s/d 339 Ditolak 
Tidak mampu 180 s/d 259 Ditolak 
Sgt Tdk Mampu 100 s/d 179 Ditolak 
 
2. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi 
daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah 
induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh 
indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu 
(340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan 
(80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75),  faktor potensi daerah 
(60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).  
3. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila 
calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) 
mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang 
mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam 
menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai 





kemampuan ekonomi kurang dari 60,  atau faktor potensi daerah 
kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60. 
Sedangkan, dalam Ketentuan Umum dalam PP 78 Tahun 2007. 
Pasal 1:12 Dinyatakan: 
“Kajian daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota 
disusun oleh Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai 
kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat 
penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi 
dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki 
karakteristik tersendiri. 
Dengan adanya aturan diatas, kepala daerah (Bupati/Walikota dan 
Gubernur) masing-masing mempunyai hak untuk membentuk Tim 
pengkaji untuk menilai kelayakan pembentukan daerah seobjektif 
mungkin. Sedangkan faktanya, hasil yang dikeluarkan oleh kedua tim 
pengkaji ini begitu berbeda. Sehingga, jika hasil kajian yang digunakan 
dalam penentuan layak atau tidaknya Kabupaten Luwu tengah dibentuk 
didasarkan pada hasil kajian dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, maka 
dapat disimpulkan bahwa pembentukan Kabupaten Luwu tengah tidak 
layak karena kemampuan keuangan dan kemampuan perekonomiannya 
hanya mencapai angka 55. Akan tetapi berbeda halnya jika hasil kajian 
yang digunakan berdasarkan dari hasil kajian tim kajian yang dibentuk 
oleh kepala daerah Kabupaten Luwu yang memberikan poin 60 pada 
kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah persiapan 





kelayakan pembentukan Luwu Tengah, pada dasarnya disesuaikan 
dengan kepentingan aktor-aktor poitik yang terlibat.  
 Pada kenyataanya proses pemekaran di Indonesia banyak yang 
berlangsung tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya dalam hal kelayakan Fiskal dan Ekonomi. Berdasarkan data 
dari Kemenkeu, DPR RI tetap mengesahkan pembentukan 10 DOB tahun 
2012, 5 DOB pada tahun 2013, dan rencananya 5 DOB tahun 2014 
dengan hanya satu kabupaten yang memenuhi kriteria Fiskal dan 
Kemampuan Ekonomi. 18  Berdasarkan fakta tersebut, penulis menilai 
bahwa keberhasilan suatu daerah untuk dimekarkan kebanyakan 
berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mendesak, serta political will 
dan juga kepentingan dari para aktor politik yang merupakan aspek yang 
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemekaran suatu daerah. 
Sebagaimana Aktor politik dalam proses pengambilan keputusan, tidak 
terlepas dari kepentingan-kepentingan politiknya termasuk dalam 
memekarkan suatu daerah. 
 Ismal Kandacong, salah seorang Aktivis Walenrang Utara 
mengungkapkan: 
 “Kepentingan gubernur disini adalah kepentingan Ekonomi dan 
Politik. Yang ditakutkan oleh SYL dari sisi politik adalah ketika Luwu 
Raya, kekuatan politiknya akan berkurang. Sedangkan secara 
ekonomi salah satu penopang perekonomian sulawesi selatan 
adalah Luwu Timur, dengan terbentuknya Luwu Tengah akan 
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 Jaweng, Robert Endi ,(2014), Artikel Pemekaran dan Daerah Otonom Baru: Bayi prematur yang 





mempermudah terbentuknya Provinsi Luwu raya, sehingga PAD 
Sulsel akan semakin berkurang juga.”19 
Sikap politik Gubernur Syahrul yasin Limpo yang dinilai kurang 
mendukung atau kurang responsif, bahkan beberapa kali menolak 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dinilai karena adanya motif-motif 
yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat dalam proses 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, 
penulis mengelompokkan motif tersebut kedalam 2 bagian, sebagai 
berikut: 
 a). Motif Ekonomi 
 Tanah Luwu merupakan tanah yang kaya dan subur, Luwu Timur 
terkenal hasil nikelnya terbesar nomor dua di dunia yang saat ini dikelola 
oleh PT.Vale. Hasil dari pertambangan inilah yang pada tahun 2007 
menjadikan Luwu Timur tertinggi Se-sulawesi Selatan dalam Produk 
Domestik Regional Bruto Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan 
29.004.788,41, berada diatas Makassar yang hanya 16.834.573,23. 20 
Selain itu pada Tahun 2010, Kabupaten penghasil kakao yang paling 
besar kontribusinya (41 %) terhadap produksi total Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah Tiga kabupaten di Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara dan 
Luwu Timur). Kakao merupakan Komoditas Unggulan provinsi Sulawesi 
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Selatan, dan merupakan penghasil Kakao tertinggi di Indonesia, Pada 
tahun 2009 Volume ekspor kakao mencapai 151,073 ton dengan nilai 
364.066.100 (US$). 21 
 Ketua Umum Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Luwu Raya 
(KKLR) Sulsel Buhari Kahar Mudzakkar menuding elite-elite politik di 
Sulawesi Selatan menolak pemekaran wilayah Luwu Raya menjadi 
Provinsi Luwu Raya. Salah satu alasan penolakan pemekaran Luwu Raya 
karena wilayah yang berada di jazirah utara Sulsel ini kaya potensi 
sumber daya alam dan selama ini menjadi daerah penyanggah Sulsel.  
“Kalau mau jujur, elite-elite politik di Sulsel tidak menghendaki 
wilayah Luwu Raya dimekarkan dari Sulsel.Penolakan ini bukan 
hanya terjadi saat ini, tetapi sejak masa-masa pemerintahan 
beberapa gubernur terdahulu. Salah satu alasan penolakan 
pemekaran Luwu Raya karena wilayah ini kaya potensi sumber daya 
alam dan selama ini menjadi daerah penyanggah Sulsel. Harus 
menjadi Kabupaten Luwu Tengah dulu. Inilah yang sekian lama tidak 
direstui oleh elit politik di Sulawesi Selatan”.”22 
 Kondisi tanah dan sumber daya alam di wilayah Luwu yang besar 
merupakan asset bagi pemerintah propinsi Sulawesi Selatan. Dengan 
lepasnya wilayah Luwu Raya dari Sulawesi Selatan, konsekuensi  
logisnya adalah akan berkurangnya pundi-pundi uang atau penghasilan 
yang datang dari sumber daya yang ada di Luwu Raya khusunya 
Tambang Nikel yang berada di Luwu Timur. Diduga ketidaksukaan elit 
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terhadap rencana pemekaran karena di Kabupaten Luwu terdapat 
perusahaan besar yaitu PT. Internasional Nickel Indonesia (PT Inco, Tbk). 
Perusahaan yang selama ini mengelola tambang nikel. Selama ini 
kabupaten di Sulawesi Selatan menerima manfaat dari PT Inco. Sejumlah 
pihak tidak rela jika harus kehilangan manfaat dari perusahaan tambang 
itu. 
“Hal ini karena ada kepentingan elit di provinsi, terutama Pak 
gubernur karena investasi dan sumber PAD Sulawesi Selatan akan 
berkurang karena ketakutannya kalau Luwu Tengah terbentuk akan 
muncul yang namanya Provinsi Luwu raya.” 23 
 Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Umar Alatas Sekertaris 
Umum Forum Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) dan Abdi 
Akbar Aktivis Luwu Raya (Mantan Ketua PB IPMIL RAYA) sebagai berikut: 
“Di Sulawesi selatan sumber PAD terbanyak berasal dari dari 
luwu raya, maka jika Luwu raya terbentuk, maka sulawesi selatan 
dan daerah lain akan terkena imbasnya.”24 
 
“Dari sisi ekonomi otomatis ketika luwu raya mekar menjadi 
provinsi maka sumber2 PAD Sulsel yang hampir 60% dari Luwu 
Raya termasuk hasil bumi dan pertambangan seperti Pt. Vale akan 
hilang”.25 
 Wilayah Luwu raya yang kaya akan Sumber daya Alam ditambah 
dengan kehadiran PT. Vale tentunya menjadi “rebutan” bagi sejumlah 
kalangan aktor-aktor di Provinsi dan Luwu Raya. Luwu Timur yang 
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mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 150 
miliar dan merupakan PAD tertinggi ke dua di Sulawesi Selatan yang 
hampir semuanya didapat dari operasional PT. Vale juga telah menjadi 
penopang perekonomian di Sulawesi Selatan. Bahkan beberapa pihak 
mengklaim bahwa Luwu Timur sebagai penghasil Nikel merupakan 
penyumbang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
terbanyak.26  
 Sementara sudut pandang yang berbeda diungkapkan oleh tokoh 
masyarakat WalMas Hafidah Rauf Basyuri (Mantan Anggota DPRD 
Kabupaten Luwu 2009-2014): 
“Dari aspek ekonomi, saya bisa gambarkan, bahwa kalau 
terbentuk sebuah provinsi maka akan sangat banyak berpengaruh 
terhadap perekonomian Sulawesi Selatan. Yang paling menarik 
adalah transportasi. Jika luwu raya terbentuk, maka akses 
transportasi akan terbuka luas, khususnya udara, dan laut. dan jika 
masyarakat lebih memilih akses ini, maka akan berdampak pada 
wilayah2 transpotasi darat di wilayah sulsel lainnya, dan akan 
berdampak pada PDRB Sulsel.” 27 
 Di Kabupaten Luwu, tepatnya di Kecamatan Bua, telah ada Bandar 
Udara yang dibangun beberapa tahun yang lalu. Dengan melihat letak 
geografis bandara tersebut yang berada di tengah Wilayah Luwu Raya 
dan berada di tengah Provinsi Sulawesi, maka bukan tidak mungkin 
Bandara Bua akan menjadi jalur transportasi udara yang unggul.  
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 Wilayah tana Luwu atau Luwu Raya selama ini merupakan aset yang 
besar bagi Provinsi Sulawesi Selatan mengingat keberadaan PT. Vale 
yang merupakan tambang Nikel terbesar ke 2 di dunia, Wilayah Luwu 
Raya yang merupakan penghasil Kakao dan Cengkeh terbesar di 
Sulawesi Selatan, dan banyak hal lainnya yang berpengaruh terhadap 
pendapatan daerah. Adanya isu pemekaran Luwu Raya tentunya menjadi 
momok menakutkan bagi beberapa aktor yang masih ingin agar aset 
tersebut tidak terlepas dari wilayah kekuasaanya. Dengan terealisasinya 
Kabupaten Luwu Tengah, berarti akan memudahkan pemekaran Luwu 
raya, sebab syarat fisik kewilayahannya telah terpenuhi. Dengan 
menghambat pemekaran Luwu Tengah, maka akan berdampak pula 
dengan terhambatnya pemekaran Provinsi Luwu raya, dan aset-aset 
perekonomian daerah akan tetap berada di wilayah Sulawesi Selatan. 
 b). Motif Politik 
 Syahrul Yasin Limpo selain menjabat sebagai Gubernur Sulawesi 
Selatan juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. 
Bagi seorang aktor politik, ini merupakan suatu bentuk modal simbolik, 
dimana ini mencakup status, otoritas, dan legitimasi. Sedangkan Modal 
Sosial yang dimiliki yaitu sebagaimana diketahui Partai Golkar merupakan 
salah satu dari 10 partai politik peserta pemilu 2014, yang mempunyai 
kekuatan besar di legislatif maupun di eksekutif tingkat Indonesia sampai 





Luwu Raya. Sebagai aktor politik Syahrul Yasin Limpo mempunyai 
kekuatan besar yang didukung oleh kedudukannya sebagai gubernur 
sulawesi selatan dan ketua DPD I Partai Golkar, tentunya mempunyai 
keunggulan-keunggulan dibandingkan aktor politik yang lainnya.  
“Kekuatan partai Golkar yang telah mengakar bersama 
kehidupan para elite politik di Luwu, membuat mereka harus berada 
dalam posisi tarik menarik antara kepentingan pembentukan Luwu 
Raya sebagai „Wija To Luwu‟ dengan kepentingan politik partai yang 
ada di tingkat propinsi Sulawesi Selatan. Dimana para elite politik 
Luwu didominasi dari partai Golkar yang saat ini notabene 
pimpinannya sebagai pemegang kekuasaan di wilayah Sulawesi 
Selatan.”28 
 Partai Golkar merupakan partai yang sangat besar di Provinsi 
Sulawesi Selatan dan merupakan partai yang selalu dekat dengan 
kekuasaan birokrasi dan juga kekuasaan di legislatif. Di tahun 2013, dari 
24 kepala Daerah yang ada di Kabupaten/Kota di wilayah Sulawesi 
Selatan, 18 diantaranya adalah dari Partai Golkar, dengan perincian 10 
Kepala Daerah adalah ketua DPD II Golkar, dan 8 lainnya adalah calon 
yang diusung oleh Partai Golkar.29  Secara keseluruhan, Wilayah-wilayah 
Se-luwu Raya yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, 
Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo merupakan bassis partai Golkar 
sejak dulu. Hal ini bisa dilihat dari kepala daerah yang menguasai 
kabupaten/ kota dan jumlah anggota Legislatif yang ada di wilayah luwu 
Raya tidak pernah terlepas dari Partai Golkar. Sampai saat ini dari 4 
Kepala daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Luwu Raya, 3 
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diantaranya adalah Ketua DPD II Partai Golkar, dan satunya (Walikota 
Palopo) adalah calon yang diusung oleh partai Golkar. Sedangkan 
anggota Legislatif di setiap Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Luwu 
raya, saat ini Golkar menempatkan semua utusannya menjadi ketua 
DPRD di Kabupaten/Kota Masing-masing.30 
“Kalau pemerintah luwu, saya kira pemerintah luwu support 
tentang pemekaran ini dan kepala daerah juga serius untuk 
mengurus ini. tetapi berbicara kepentingan politik, beliau (Kahhar 
Muzakkar) sebagai bupati adalah bawahan, tapi yang harus dihadapi 
adalah gubernur, selain itu gubernur juga adalah Ketua Partainya. 
Jadi mau tidak mau mungkin Bupati agak takut, sehingga bupati 
hanya bisa mencari celah. Permasalahannya juga jika dilihat dari 
partainya yaitu Golkar, Syahrul Yasin Limpo kan ketua golkar 
provinsi. Dimana 3 kepala daerah dari 4 wilayah di luwu raya juga 
merupakan ketua golkar masing2, sedangkan Luwu raya bisa 
dikatakan wilayah „kuning‟.”31 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas, narasumber melihat 
kedudukan Andi Mudzakkar sebagai Bupati dan juga ketua DPD II Partai 
Golkar di Luwu. Sebagai seorang aktor politik Andi Mudzakkar setidaknya 
mempunyai keunggulan lebih sedikit dari Syahrul Yasin Limpo yang juga 
merupakan Kepala daerah Sulawesi Selatan dan juga sebagai ketua 
Partainya. Sebagaimana diketahui keberhasilan aktor politik ditentukan 
oleh seberapa berkuasa aktor tersebut dalam mempengaruhi proses 
politik.  
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 Sementara itu, Bata Manurun Ketua Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN)  Tana Luwu, mempunyai pendapat yang sedikit 
berbeda melihat kedudukan Syahrul Yasin Limpo: 
“Kepentingan yang membuat gubernur menjadi Kontra 
terhadap pemekaran. Yang pertama, adalah karena Luwu juga 
merupakan Lumbung suaranya dipertarungan politik, apa lagi 
Syahrul Yasin Limpo mencalonkan kembali pada Pilgub Kemarin. 
Dalam kampanyenya kemarin di Walmas, Gubernur berjanji jika 
terpilih menjadi gubernur kedua kall dia akan mendukung penuh 
pemekaran Luwu Tengah. Yang kedua, ketika Luwu Tengah ada, 
maka provinsi Luwu raya juga akan terbentuk, karena 4 kabupaten 
dan 1 kota telah terpenuhi.”32 
 Hal yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Abdi Akbar sebagai 
berikut: 
“Luwu hanya dijadikan basis2 politik ketika Pemilu seperti 
Pilpres dan Pilkada, setidaknya Luwu ini perhitungkan untuk 
menopang kekuatan Geopolitik dari Syahrul yasin Limpo. Jika luwu 
dimekarkan maka kekuatan Syahrul Yasin Limpo yang merupakan 
orang Golkar berkurang. Disisi lain ketika Luwu Tengah dimekarkan 
maka secara otomatis salah satu syarat terpenting untuk pemekaran 
Luwu Raya yaitu minimal  5 Kabupaten (Luwu, palopo, Luwu Timur, 
Luwu Utara dan Luwu Tengah) telah terpenuhi.” 33 
Berdasarkan informasi tersebut, dan dengan menggunakan analisis 
berdasarkan konsep aktor politik, penulis menilai adanya keengganan 
Syahrul Yasin Limpo untuk melepaskan wilayah kekuasaanya, terlebih jika 
dihubungkan pencalonan Syahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur 
Sulawesi Selatan Periode kedua. Pada Tahun 2013 lalu, telah diadakan 
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pemilihan Gubernur yang kemudian dimenangkan oleh Syahrul Yasin 
Limpo, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran Partai Golkar dan 
aktor-aktor Politik partai sebagai kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo di 
daerah-daerah termasuk Luwu raya. Terlebih pengaruh Luwu Raya dalam 
setiap Pemilihan Umum cukup siginifikan di Sulawesi Selatan dengan 
jumlah penduduk yang cukup banyak. Dalam hal ini, penulis melihat 
Sahrul yasin Limpo menggunakan momentum Pemilihan Gubernur untuk 
menyetujui usulan Pemekaran Daerah kabupaten Luwu Tengah untuk 
mendapatkan suara khususnya di Luwu Raya.  
Syahrul Yasin Limpo dalam persetujuannya yang ditembuskan ke 
Bupati Luwu dan Ketua DPRD Luwu tahun 2012, menuliskan: 
“Hasil evaluasi kajian BPS Sulsel yang menyatakan bahwa 
Kabupaten Luwu Tengah sangat mampu dimekarkan maka 
diharapkan kiranya persetujuan DPRD Sulawesi Selatan tentang 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dapat diproses sesuai 
mekanisme dan tata tertib DPRD yang berlaku.”34  
Pengamat politik Unhas, Andi Haris menilai keluarnya rekomendasi 
gubernur merupakan kebanggan bagi masyarakat Luwu yang sudah lama 
mengiginkan pemekaran daerah tersebut. Namun, Haris menggambarkan 
bukan hanya sisi kebutuhan masyarakat saja, tetapi ini bisa dikaitkan 
dengan pemilihan Gubernur 2013 mendatang. 
“Kalau pun pemekaran Luwu Tengah telah disetujui gubernur, 
merupakan, langkah awal Gubernur untuk memberi kepastian bagi 
masyarakat Luwu Tengah yang dapat memberi kontribusi. Saya 
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berharap agar pemekaran tersebut nantinya tidak menjadi ajang 
politisasi, untuk pilgub nantinya, kalau memang arahnya ke situ 
tinggal bagaimana masyarakat menyikapinya.”35 
Pada tahun 2012 Gubernur telah mengeluarkan surat persetujuan 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Keputusan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 777/II/Tahun 2012 tentang Persetujuan Pembentukan 
Kabupaten Luwu Tengah (Luteng). Surat Persetujuan tersebut baru 
dikeluarkan sehari sebelum tokoh agama di Luwu Raya, Aziz Qahhar 
Mudzakkar menyatakan kesiapannya untuk bertarung di pilgub 2013 
mendampingi Ilham.36 hal ini dinilai berkaitan dengan pencalonan beliau 
untuk kembali menjadi gubernur, bahkan dalam kampanye politiknya di 
Walmas beliau menjanjikan akan memekarkan Luwu Tengah dengan 
keluarnya surat persetujuan tersebut.  
Pemekaran daerah yang dijanjikan memang lazim dijadikan 
komoditas politik para elit untuk mewujudkan ambisi politiknya. Malahan, 
pelbagai isu sosial dan budaya kerap ditambah sebagai bumbu, 
dikomodifikasi sedemikian rupa dan direproduksi terus menerus oleh elit 
politik untuk mendapatkan kepentingan politiknya. Aktor berkaitan dengan 
seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan 
pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses 
pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak bukan hanya 
kepada kepentingan Publik, melainkan terkadang lebih kepada 
kepentingan aktor itu sendiri.   









Berdasarkan asumsi tersebut, Syahrul Yasin Limpo yang selain 
Kepala Daerah, juga sebagai Ketua DPD I Partai Golkar mempunyai 
banyak keunggulan atau modal dari segi kekuatan politik yang amat besar 
untuk mempengaruhi sejumlah proses politik. Dalam kaitannya dengan 
pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, Syahrul Yasin Limpo mempunyai 
modal simbolik yang begitu kuat berupa otoritas sebagai Gubernur untuk 
menyetujui atau menolak usulan pemekaran tersebut sesuai dengan 
regulasi, sedangkan kedudukannya sebagai seorang Ketua DPD II Partai 
Golkar juga memperkuat modal sosialnya sebagai aktor politik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
